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PEMERIKSAAN BUPATI MUNA
Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba (kanan) berjalan usai 
menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin 
(20/6). Rusman Emba diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait 
pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah ( PEN ) 
tahun 2021. 

Enam Provinsi dan 41 Pemda Dukung 
Percepatan Pembangunan IKN Nusantara
Enam provinsi yang turut menandatan-
gani pakta komitmen mendukung per-
cepatan pembangunan IKN, Sulbar, 
Kaltim,  Kalsel, Kalimantan Utara dan 
Sulsel.

Pemprov Sulbar sendiri di 
bawah kendali Akmal Malik 
tengah menyiapkan sejumlah 
infrastruktur untuk mendu-
kung pembangunan dan opera-
sional kegiatan di kawasan Ibu 
Kota Negara baru Nusantara. 
Seperti terus berupaya men-
dorong hadirnya penerban-
gan langsung dari Mamuju ke 
Balikpapan, Kalimantan Timur 
(Kaltim).

Selain itu, sebagai dae-
rah penyangga khususnya 
dalam hal penyediaan material 
pembangunan, Akmal Malik 
mendorong aturan pemberian 
izin usaha tambang yang cepat 
tapi tetap memperhatikan 
aspek lingkungan. Mudah tapi 
juga mengutamakan kebaikan 
bagi masyarakat Sulbar secara 
umum.  han

adalah salah satu bentuk spirit 
berotonomi secara nyata.

Enam provinsi yang turut 
menandatangani pakta komit-
men mendukung percepatan 
pembangunan IKN ini, selain 
Akmal Malik selaku Pj Guber-
nur Sulbar, yakni Kalimantan 
Timur yang diwakili Wakil Bu-
pati Paser Syarifah Nasitah As-
segaf, Pemprov Sulsel diwakili 
oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesra Andi Aslam Patonangi.

Kemudian, Pemprov Ka-
limantan Selatan diwakili oleh 
Kepala Bappeda Ariadi Noor, 
Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewanto 
mewakili Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah, serta Kali-
mantan Utara yang diwakili 
oleh Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan.

tara. Ini merupakan bentuk 
inisiatif  dan partisipasi dari 
Pemda di seputar Selat Makas-
sar untuk mendukung kebi-
jakan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

“Wujud nyata tahap awal 
dari dukungan pemerintah 
daerah untuk bersinergi dan 
berkolaborasi mempercepat 
pembangunan IKN ini adalah 
dengan penandatanganan pak-
ta komitmen ini,” kata Akmal 
Malik.

Menurutnya,  otonomi 
daerah harus menghadirkan 
kebersamaan, keguyuban dan 
mempererat semangat per-
satuan dan kesatuan berbangsa 
dan bernegara. Kolaborasi 
yang sudah dibangun dalam 
mendukung IKN Nusantara 

MAMUJU (IM) - Enam 
pemerintah provinsi dan 41 ka-
bupaten/kota menandatangani 
pakta komitmen terkait dukun-
gan percepatan pembangunan 
Ibu Kota Negara (IKN) baru 
Nusantara. Ke- 41 daerah 
pada enam provinsi ini juga 
menjadi penyangga kebutuhan 
pembangunan IKN.

Direktur Jenderal (Dirjen) 
Otonomi Daerah, Kementeri-
an Dalam Negeri (Kemendag-

ri), Akmal Malik yang juga Pj 
Gubernur Sulawesi Barat men-
jadi inisiator penandatanganan 
pakta komitmen yang digelar 
di Mamuju, Sulawesi Barat, 
Senin (20/6).

Akmal Malik mengatakan, 
dalam perspektif  kebijakan 
otonomi daerah, kolaborasi 
dan sinergitas antara pemer-
intah daerah perlu dibangun 
untuk mendukung percepatan 
pembangunan IKN Nusan-
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RAKER EVALUASI
MUDIK 2022

Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi (tengah) di-
dampingi Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono (kedua 
kanan), Sekretaris Utama 
BMKG Dwi Budi Sutrisno 
(kedua kiri), Kepala Badan 
Nasional Pencarian dan 
Pertolongan (Basarnas) 
Marsekal Madya TNI Henri 
Alfi andi (kiri), dan Kepala Ko-
rps Lalu Lintas Polri Irjen Pol 
Firman Santyabudi (kanan) 
menyampaikan pemaparan 
dalam rapat kerja/rapat 
dengan pendapat bersama 
Komisi V DPR di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (20/6). Rapat tersebut 
membahas mengenai evalu-
asi pelaksanaan infrastruk-
tur dan transportasi pada 
mudik lebaran tahun 2022. 

JAKARTA (IM) - Draf  
Rancangan Undang-undang 
Kitab Undang-undang Hu-
kum Pidana (RUU KUHP 
atau RUKHP) masih dalam 
tahap penyusunan dan peny-
empurnaan oleh pemerintah 
dan DPR. Hal itu disam-
paikan Kepala Bagian Hu-
mas Kementerian Hukum 
dan HAM, Tubagus Erif  
Faturahman menanggapi 
adanya kritik terhadap draf  
RUU KUHP yang tidak ter-
buka ke publik. 

“Untuk draf  terbaru, 
kami belum dapat mempub-
likasikannya karena sifatnya 
masih dalam taraf  penyu-
sunan dan penyempurnaan. 
Draf  baru bisa kami sam-
paikan apabila pemerintah 
dan DPR telah bersepakat,” 
ujar Erif   kepada wartawan, 
Senin (20/6).

“ U n t u k  d r a f  RU U 
KUHP, yang bisa kami sam-
paikan kepada publik adalah 
draf  RUU KUHP tahun 
2019 yang batal disahkan,” 
ucapnya. 

Pemerintah menyambut 
baik segala kritik dan masu-
kan yang berkembang terkait 
RUU KUHP yang sekarang 
masih dalam tahap perbai-
kan. Ia memastikan, sosia-
lisasi dan pelibatan publik 
terus dilakukan pemerintah 
ke berbagai pihak demi la-
hirnya RKUHP yang terbaik. 

“Dalam rangka penyem-

purnaan draf  RUU KUHP 
tersebut, pemerintah juga 
terus menerima masukan dari 
beragam pihak, khususnya 
elemen sipil,” ucap Erif. 

Sebagai informasi, RUU 
KUHP sudah disepakati di 
tingkat I tetapi urung dibawa 
ke rapat paripurna untuk 
disahkan akibat penolakan 
masyarakat yang gencar pada 
2019. Kemudian, pada 25 
Mei 2022 digelar Rapat Den-
gar Pendapat antara Kement-
erian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkumham) 
dengan Komisi III DPR. 

Saat itu, Kemenkumham 
yang mewakili pemerintah 
menyampaikan 14 isu krusial 
dalam RUU KUHP kepada 
Komisi III DPR usai pelak-
sanaan sosialisasi yang dilaku-
kan dalam dua tahun terakhir.

Komisi III DPR lantas 
menyetujui 14 isu krusial itu 
dan akan mengirimkan surat 
kepada Presiden Joko Wido-
do. Keputusan itu membuat 
langkah selanjutnya dalam 
pembahasan RUU KUHP 
adalah tahap Pembicaraan 
Tingkat II serta pengesahan 
saat Rapat Paripurna. 

Pemerintah dan Komisi 
III DPR berencana meny-
elesaikan pembahasan RUU 
KUHP pada Juli 2022 men-
datang. Akan tetapi, sampai 
saat ini draf  terakhir pem-
bahasan RUU KUHP masih 
misterius.  mei

Draf RUU KUHP Masih Taraf 
Penyusunan dan Penyempurnaan

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) kembali 
memeriksa Bupati Kabupaten 
Muna, Sulawesi Tenggara (Sul-
tra), La Ode Muhammad Rus-
man Emba, Senin (20/6).

Rusman Emba tiba di Ge-
dung KPK Jakarta , Senin 
(20/6) pagi, untuk diperiksa 
sebagai saksi terkait pengem-
bangan kasus dugaan suap ter-
kait pengajuan pinjaman Dana 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
Daerah (PEN) tahun 2021.

“Sesuai dengan penundaan 
jadwal pemanggilan sebel-
umnya, hari ini (20/6) tim 
penyidik kembali memanggil 
saksi La Ode Muhammad Rus-
man Emba (Bupati Kabupaten 
Muna),” kata Plt Juru Bicara 
KPK, Ali Fikri melalui pesan 
singkatnya, Senin (20/6).

Rusman Emba sempat 
dijadwalkan diperiksa seb-
agai saksi oleh penyidik KPK 
pada Kamis, 16 Juni 2022, 
lalu. Namun Rusman tidak 
memenuhi panggilan pemerik-
saan tersebut. Penyidik kemu-
dian mengagendakan kembali 
pemeriksaan terhadap Rusman 
pada Senin (20/6).

Sebagai informasi, KPK 
saat ini sedang mengembang-
kan kasus dugaan suap terkait 
pengajuan pinjaman Dana 
Pemulihan Ekonomi Nasi-
onal Daerah (PEN) tahun 
2021. KPK telah menetapkan 
tersangka baru terkait pengem-
bangan kasus dugaan suap 
terkait pengajuan dana PEN 
tahun 2021 ini.

KPK menetapkan sejum-
lah pihak sebagai tersangka. 
Baik dari pihak pemberi, mau-
pun penerima suap. Salah satu 
yang dikabarkan telah ditetap-
kan sebagai tersangka oleh 
KPK yakni, LM Rusdianto 
Emba. Rusdianto Emba meru-
pakan adik kandung Bupati 
Muna, Rusman Emba.

Sayangnya, KPK masih 
belum membeberkan secara 
detail pihak-pihak yang men-
jadi tersangka baru dalam 
pengembangan kasus ini.

KPK berjanji akan men-
gumumkan secara resmi ter-
sangka baru serta konstruksi 
lengkap pengembangan perka-
ra ini. KPK bakal transparan 
dalam penyidikan perkara ini. 
KPK meminta masyarakat 
untuk terus mengawal kasus 
ini hingga tuntas.

KPK sebelumnya telah 

lebih dulu menetapkan tiga 
penyelenggara negara sebagai 
tersangka kasus dugaan suap 
terkait pengajuan pinjaman 
dana PEN untuk Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2021. 
Ketiga pejabat negara itu di-
duga telah melakukan kongka-
likong jahat terkait pengajuan 
dana PEN.

Adapun, ketiga tersangka 
tersebut yakni, mantan Di-
rektur Jenderal (Dirjen) Bina 
Keuangan Daerah (Keuda) 
Kementerian Dalam Neg-
eri (Kemendagri), M Ardian 
Noervianto (MAN); mantan 
Bupati Kolaka Timur, Andi 
Merya Nur (AMN) serta Kadis 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Muna, Laode M Syukur Akbar 
(LMSA).

Dalam perkara ini, Ard-
ian dan Laode Syukur Ak-
bar diduga telah menerima 
suap terkait pengajuan dana 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) untuk Kabupaten Ko-
laka Timur tahun 2021. Ked-
uanya menerima suap sejumlah 
Rp2 miliar dari Bupati Kolaka 
Timur, Andi Merya Nur.

Ardian diduga mendapat 
jatah sekira 131.000 dolar 
Singapura atau setara dengan 
Rp1,5 miliar dari total uang 
suap Rp2 miliar. Sedangkan 
Syukur Akbar kecipratan uang 
suap Rp500 juta. Uang suap 
sebesar Rp2 miliar itu dis-
etorkan Andi Merya Nur ke 
rekening Syukur Akbar.

Atas penerimaan uang 
tersebut, Ardian Noervianto 
kemudian mengupayakan 
agar permohonan pinjaman 
dana PEN yang diajukan Andi 
Merya Nur disetujui. Alhasil, 
dana PEN untuk Kolaka 
Timur disetujui dengan ada-
nya bubuhan paraf  Ardian 
pada draft fi nal surat Menteri 
Dalam Negeri ke Menteri 
Keuangan.  mei

KPK Periksa Bupati Muna Rusman Emba 
terkait Kasus Korupsi Dana PEN

JAKARTA (IM) - Partai 
Demokrasi Indonesia Per-
juangan (PDI-P) akan meng-
gelar Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) yang kedua tahun 
2021 di Sekolah Partai, Len-
teng Agung, Jakarta Selatan, 
mulai Selasa (21/6) hingga 
Kamis (23/6).

Sekretaris Jenderal DPP 
PDI-P Hasto Kristiyanto 
mengatakan, Rakernas itu 
akan dibuka oleh Ketua 
Umum PDI-P Megawati 
Soekarnoputri dan dihad-
iri Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) yang merupakan 
kader partai. 

“Presiden Joko Widodo 
dijadwalkan memberi sambu-
tan di Rakernas,” kata Hasto 
dalam keterangannya, Senin 
(20/6).

Hasto menjelaskan, Rak-
ernas PDI-P kali ini mengu-
sung tema “Desa Kuat, In-
donesia Maju dan Berdaulat”. 
Adapun sub tema Rakernas 
yaitu “Desa Taman Sari Ke-
majuan Nusantara”. 

Mengutip pernyataan 

Megawat i ,  Hasto men-
gatakan, Indonesia memiliki 
kepentingan yang besar un-
tuk memastikan pembangu-
nan desa. 

“Bahwa pembangunan 
Indonesia ke depan, dimulai 
dari desa,” ujarnya. 

Bagi PDI-P, kata Hasto, 
desa adalah ujung tombak 
pemerintahan, yang berada 
di garda terdepan pelayanan 
publik. Selain itu desa sekal-
igus tempat hidup tradisi dan 
adat istiadat. 

“Desa adalah taman sari 
kearifan lokal nusantara. 
Itulah sumber kebudayaan 
dan kepribadian bangsa,” 
katanya.

Lebih jauh, Hasto me-
nilai bahwa membangun 
Indonesia harus dimulai dari 
desa dengan program pem-
bangunan di segala bidang 
kehidupan.  Sehingga, ke 
depannya harus ada optimal-
isasi peran peneliti dan per-
ekayasa di kampus-kampus 
yang mengolah sumber daya 
di desa.  han

Rakernas PDIP akan Dibuka
Megawati dan Dihadiri Jokowi

Jajaki Koalisi dengan Gerindra, Tapi
PKB Tak Rela Cak Imin Jadi Cawapres

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Umum Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) Jazilul 
Fawaid menegaskan, tidak 
rela jika Muhaimin Iskandar 
atau Cak Imin diusung sebagai 
calon wakil presiden di Pemilu 
2024 mendatang.

“Saya pribadi enggak rela, 
sebagai Waketum Bidang 
Pemenangan enggak rela loh,” 
kata Jazilul di Gedung Nusan-
tara III, Senayan, Jakarta Pusat, 
Senin (20/6).

“Begini, PKB dalam po-
sisi hari ini tetap, ini kan ada 
masukan tetap mengusung 
Pak Muhaimin sebagai calon 
presiden, gitu aja. Ya kan, ka-
lau PKB kan jelas, PKB selalu 
memperjuangkan Gus Muhai-
min capres, gitu,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Jazilul, 
sesuai dengan mandat mukta-
mar dari jajaran partainya.

“Mandat muktamarnya 
kan begitu, mandat dari jajaran 
PKB kan capres,” ucapnya.

Namun, menurut Jazilul, 
partainya tidak menutup ke-
mungkinan jika ke depannya 
Cak Imin diusung sebagai 
cawapres berdasarkan hasil 
kompromi.

“Nah tetapi karena kom-
promi ya kita buka opsi-opsi, 
termasuk dengan Gerindra. 
Kalau seandainya menerima 
wapres itu hasil kompromi itu, 

maksud saya hasil pembicaraan 
hasil kompromi,” katanya.

Seperti diketahui, Ketua 
Umum Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) Muhaimin Is-
kandar dan Ketua Umum Par-
tai Gerindra Prabowo Subianto 
sepakat kerja sama pada Pe-
milu 2024.

Kesepakatan itu dicapai 
dalam pertemuan antara ked-
uanya di kediaman Prabowo, 
Jalan Kertanegara, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 
(18/6) malam.

Cak Imin dalam perte-
muan itu didampingi sejumlah 
elite PKB di antaranya Jazilul 
Fawaid, Hasanuddin Wahid, 
Syaiful Huda, Taufi q Abdul-
lah, dan Lukmanul Khakim. 
Sedangkan Prabowo didam-
pingi sejumlah elite Gerindra 
di antaranya Ahmad Muzani 
dan Sufmi Dasco Ahmad.

Komentar PKS
Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) akan menentukan arah 
koalisi dengan partai politik 
lainnya sebagaimana  keputu-
san musyawarah majelis syuro.

Hal ini menanggapi Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) 
yang merupakan mitra dari 
PKS dalam Koalisi Semut 
Merah (KSM) mulai mendekati 
Partai Gerindra.

PKB disebut-sebut menga-

jak PKS ikut berkoalisi dengan 
Gerindra.

“Banyak silaturahim dan 
pertemuan antara partai be-
lakangan ini menurut saya 
bagian dari respon setiap partai 
terhadap dinamika politik yang 
terus berkembang menuju 
2024,” ujar Ketua DPP PKS 
Nabil Ahmad Fauzi, dikutip 
Senin, (20/6).

Menurutnya, pertemuan 
antara partai politik dimaksud-
kan untuk mencari kesepaha-
man dalam menuju Pilpres 
2024 dan dianggap sah-sah 
saja. “Sebagaimana PKS den-
gan PKB, pertemuan Gerindra 
dengan PKB menurut saya 
juga bagian dari penjajakan 
menuju 2024 serta upaya mem-
bangun kesepahaman terhadap 
problem-problem kebangsaan 
yang ada,” kata Nabil Ahmad 
Fauzi.

Oleh karena itu, wajar se-
tiap partai politik saling bersi-
lahturahmi di masa penjajakan 
sebelum resmi menyatakan 
koalisi dengan Capres yang 
akan didukung.

“Jadi ya wajar-wajar saja 
lah. Pasca Rapimnas PKS 
pekan depan, kami juga siap 
berlari menuju 2024, terma-
suk dengan mengintensifkan 
komunikasi politik dengan par-
pol-parpol yang ada,” terang 
Nabil Ahmad Fauzi.m  mei
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PENGUMUMAN
Dengan ini kami beritahukan telah dilakukan 
proses likuidasi PT. SUMBER SAPUTRA 
(dalam Likuidasi), berkedudukan di 
Kabupaten Bogor dengan hasil sebagai 
berikut :

Demikian pengumuman ini disampaikan 
untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas.

Bogor, 21 Juni 2022
TTD

Likuidator

Tidak adanya kewajiban pembayaran 
kepada Pihak Ketiga karena Perseroan 
sudah tidak mempunyai hutang kepada 
Pihak Ketiga. 
Menyetujui pembagian sisa kekayaan dari 
proses likuidasi kepada para pemegang 
saham Perseroan secara proporsional 
sesuai dengan perimbangan kepemilikan 
saham dalam Perseroan.

1.

2.

TERA ULANG TIMBANGAN MILIK PEDAGANG
Petugas bidang Metrologi Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian melakukan tera ulang tim-
bangan milik pedagang di Balai Desa Grogol, 
Kediri, Jawa Timur, Senin (20/6). Tera timban-
gan yang dilakukan setahun sekali tersebut 
guna melindungi konsumen agar mendapat-
kan hasil penimbangan yang sesuai takaran. 


